SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

hMengingal

N

NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa kepala daerah berperan penting dalam penmingkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri
Dalam Negeri perlu melakukan penilaian terhadap
kepemimpinan Kepala daerah;

. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap

kepemimpinan kepala daerah, perlu menetapkan indeks

kepemimpinan kepala daerah;

:. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 381 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu melakukan penvusunan
indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam  Negeri teatang Indeks

Kepemimpinan Kepala Daerah;

Pasal 17 avat (3] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inaonesia Tahun 1945;
Undeng-Undang Neomor 39 Tahun 2008 lentang

Kementerian Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonesia Nomor 6041);

wn

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 teritang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12});

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet

Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

l :

i

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya
disingkat [KKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan
berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator
untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap
kepemimpinan kepala daerah.

Kepemimpinan Kepala Daerah adalah kemampuan individu
dan kKinerja  kepala  daerah  dalam  memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas cotonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah adalah
penghargaan yang diberikan Menteri kepada gubernur,
bupati dan weali kota terbaik berdasarkan hasil pengukuran
dan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang
Kemendagri adalah unit kerja Kementerian Dalam Negeri
yang menyelenggarakan tugas penclitian dan
pengerbangan bidang pemerintahan dalam negeri,




Pasal 2

IKKD bertujuan untuk:

a.

mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah;
menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah;

memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik
dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerakh;
melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian
kepemimpinan Kepala daerals; dan

memotivasi kepala daerah dalam memngkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB Il
KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

Pasal 3

Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri berwenang

melakukan pengukuran dan penilaian IKKD setiap tahun.

(1)

(2)

Pasal 4
Perigukuran dan penilaian [KKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berdasarkan data dan informasi yang
bersumber dari:
a, dokumen kinerja pemerintah daerah; dan
b. hasil survel kepemimpinan kepala daerah.
Dokumen kinerja pemerintah daerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data dan informasi
darmn pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga
vang diperoleh secara tertuus dan/atau melalai sistem
informesi berbasie elektronik,
Hasii survei kepemimpinan kepala dcaesah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul b berupa data dan nformasi
dari para responden vang dikumoulkan melalui intrumen

survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.




(4] Responden sebagaimana dimaksud paca ayat (3]
ditetapkan secara sampel acak sederhana (simple random
sampling] berjumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang,
yang terdiri alas:

a. pejabat pemerintah daerah;
b. akedemisi; dan
c. tokoh masyarakat di daerah.

{5) Untuk menguji keabsahan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dilakukan validasi lapangan
kepada responden di daerah.

Pasal 5

(1) Badan Litbang Kemendagri melakukan pengumpulan data
dan informasi untuk pengukuran dan penilaian [IKKD
sccara nasional.

(2) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan
sebutan lainnva yang menyvelenggarakan fungsi penelitian
dan pengembangan di provinsi membantu pengumpulan
data dan informasi unwuk pengukuran dan peniiaian IKKD
Gubernur.

(3] Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga
dengan sebutan lainnya yang menyeienggarekan fungsi
penelitian  dan  pengembangan di kabupaten/kota
membantu  pengumpulan  data dan informasi  untuk

pengulkuran dan penilalan IKKD Bupati/Wali kota.

BAB Il
PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD

Bagian Kesatu
Variabel, Dimens, Indikator dan Parameter

Pasal 6
(1) IKKD diukur dan cinilai melelui 2 (dua; variabel. meliputi:
a. kineria pemenntah daerah; dan

b, kepemimpinan kepala daerah.




(2)

(3]

(4]

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

-6 -

Kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl a mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi:

a. capaian kinerja;

b. penerimaarn penghargaan

Kepemimpinar kepala daerah sebagaimana dimakud pada
ayat (1) buruf b mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi:

a. kepemimpinan birokrasi; dan

b. kepemimpinan sosjal.

Setiap dimens: sebagaimana dimaksud pada ayar {2) dan
ayat {3) mencakup indikator-indikator.,

Setiap indikator scbagaimana dimaksud pada avat (4)
mencakup parameter-parameter.

Struktur wvanabel, dimensi, indikator, dan parameter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ‘2), ayat (3),
ayat (4] dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang
merupakait  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini

Pasal 7
Setiap dimensi pada masing-masing variabel IKKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberi bobot,
Bobot dimensi pada variabel kineria pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi;
a. capaiar kinerja diberi bobot 60 {enam puluhj; dan
b. penerimaan penghargaan diberi bobor 40 (empart puluh).
Bobot dimensi pada variabel kepemimpinan kepala daerah
sebagaunana dimaksud dalam Pasal 6 ayvat (2), meliputi:
a. kepemimpinan birokrasi diberi bobot 50 {enam puluh);

dan

b. kepemimpinan sosial diberi bobot 40 (empat puluh).
Setiap indikaior pada masing-masing dimensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 avat {(4) diben skor daiam skala 1
(satu) sampar dengan 5 (hima) sesual dengan jumlah
parameter, yang meliputi:
a. skor 5 (lima) kategori sanzat tinggi;
b. skor 4 (vmpat) kategon tinggi;
¢. skor 3 (uga) kategori sedang;
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d. skor 2 (dual kategori rendah; dan

e. skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Bagian Kedua
Metode, Tahapan dan Skala Nilai

Pasal B

Metode pengukurar dan peniiatan [KKD dilakukan melalui 2

(dua) tahap, meliputi:

.

b.

(1)

(2)

(2)

tahap kesatu berupa pengukuran dan penilaian variabel
kinerja pemerintah daerah; dan
tahap kedua berupa penguikuran dan penilaian variabel

kepemimpinan kepala daerah.

Pasal 9

Penguhkuran dan  penilaian |KKD tahap kesatu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didasarkan
pada data dar informasi Kineria pemeriatah daerah yang
diperoleh dari pernerintahi daerah dan/atau
kementerian/lembaga berupa data dan informasi tertulis
dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pengukuran dan penilaian [IKKD tahap kesatu

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menggunakan babot

masing-masing dimensi dari variabel kinerja pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pengukuran dan  penilaian [KKD tahap kesaw

sepagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan melalui

cara:

a. pengukuran tolal skor vanabel, yang diperoleh dari
penjumlahan tota! skor dua dimensi dan tota! sker
dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor
indikator dengan bobot dimensi; dan

b. penilaiaﬁ total skor variabel berdasarkan skala nilai
untuk penetapan kepala daerah nominator.

Skala nilai terhadap total skor variabel kinerja pemerintah

daeran wuntul: pene@apan kepala daerah nominator

sebagaimana dimaksud pada aya: (3) huruf b meliputi:




(5)

()

(1)

(2)

(3)

(%)

a. Skor 90 (sembiian puluh) - 190 (seratus) kategori sangat
fingg;

b. Skor 8C (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan)
kategori tingei;

c. Skor &0 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan)
kategori sedang;

d. Sker 40 (empat puluh) - 539 (hma puluh sembilan)
kategori rendzah; dan

e. Skor O [nol) - 59 (tiga puluh sembilan) kategori sangat
rendah.

Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana

dimaksud pada avat {4) didasarkan pada urutan perclehan

total skor variabel kinerja pemerintah daerah.

Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pelaksanaan

pengukuran dan penilaian KK tahap kedua.

Pasal 10

Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan padsa data dan

informast hasil survei kepemimpinan kepala daerah oleh

Badan L:tbang Kemendagri.

Pengukuran dan penilaian IKKD rahap kedua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] menggunakan bobot masing-

masing dimensi dari variahel kepemimpinan kepala daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3]

Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebageimana

dimaksud pada ayat (2} dilakukan melalui cara:

a. pengukuran total skor variabel, veng diperoleh dari
penjumizhan tota!l skor dua diraens) can total skor
dimenst diperoleh dari hasil perkalian antara total skar
indikarer dengan hebot dimensi; dan

b. penilaian total skor vanabel berdasarkan skals nila
untuk penetapan kepala daerah nominator.

Skala nilai ternadap lotal skor variabel kepemimpinan

kepala daerah uniuk penetapan kepala daerah terbaik

sebagairzana dimaksud pada avat (3) huruf b, meliputi:




- .

a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 [seratus] kategori sangat
tingai:

b. Skor 80 (delapan puluh] - 89 (delapan puluh sembilan)
kategorni linggi;

c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan)
kategor sedang;

d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (ima puluh sembilan)
kategori rendah; dan

€. Skor 0 (nol) - 39 (rnga puluh sembilan) kategori sangat
rendah.

(5) Penetapan kepala daerah terbaik scbagaimana dimaksud
pada aval () didasarkan pada urutan perolehan total skor
variabel kepemimpinan kepala daerah.

(6) Penetapan «epala dacrah terbaik sebagaimana dimaksud
pada avar |3) menjadi dasar dalam penetapan kepala
daeran pencrimz penghergaan kepemimpinan kepala

daerah.

Pasal 11
(1) Kepala daerah vang dinominasikan menerima penghargaan
berjumlan paling sedikit 24 {dua puluh erapat) orang, vang
terdiri atas:
a, gubernur paling sedikit & (enam) orang;
b. bupati paling sedikit 10 {sepului) orang; dan
¢. wali kota paling sedikit & (delapan) orang.
(2) Kepala daerah yang ditetapkan scbagal kepala daerah
terbaik, yang terdiri atas:
a. gubernur paling sedikit 3 (tiga) orang;
b. bupati paling sedikit 5 (lima) orang, dan

c. wali kota paling sedikit 4 (empat) orang.

Bagian ketiga

Persvaratan Kepala Daeral

Pasal 12
Kepala daerah yang dinominasikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) dan kepala dacrah terbaik sebagaimana
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dimaksud dalamn Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi

persvaratan, vang meliputi:

a. sedang menduduki masa jabatan kepala daerah pada tahun
kedua;

b. kinerja pengelolaan keuangan geerah pada tahun pertama
mendapal opini Wajar Tanpa Pengecuaiian dari Badan
Pengawas Keuangan Republik Indonesia; dan

c. tidaikk pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana vang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian keempat
Tim Pelaksana dan Tim Penilai

Pasal 13
Dalam melakukan pengukuran dan  penilaian  IKKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§ dibentak 2 (dual um,
meliputi:
a. Tim Pelaksana IKKD; dan
b. Tim Penilai Kepemimpinan Kepala Daerah,

Pasal 14
1) Tim Pelaksana sepagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteii.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada svar {1) terdiri
atus:
a. pejabat strukwural Badan Litbang Kemendagn, dan
b. pejabat fungsional peaeliti Badan Litbang Kemrendagri.
(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksvd pada avat (2)
bertugas:
a. Kegiatan Tahap Kesartu:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja
pemerintah  daerah dart  pemerintah  daerah

dan/atau kementerian /lembaga;




(1)

(2)

(3)

(4)

-} p=

2) melakukan pengolahan data dan informasi kinerja
pemermtal daerah pada setiap indikator dan
dimensi; dan

3) menyerahkan hasil pengelshan data dan informasi
kinerja pemerintan daerah kepada Tim Penilai.

b. Kegiatan Tahap Kedua:

1) melakukan penyusunan instirumern survei
gepemmumpinan kepaia daerah;

2] melakukan survei umuk pengumpulan data dan
informasi kepemimpinan kepala daerah kepada
responden di lingkungan pemerintah daeral;

2) melakukan pengolahan data dan informasi
kepemimpinan kepala daerah pada setiep indikator
dan dimensi; dan

4) menverahkan hasil pengolahan data dan informasi

kepemimpinan kepala daerah kepada Tim Penilai.

Pasal 15
Tim Penilai sebagaim=ana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Menteri,
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang
terdiri atas ketua dan anggota, '
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah.
perguruan lingel, lembaga think tank, akadernisi, pakar
dan/atau prakusi.
L.embaga think tank sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan organisasi nonpemerintain dan/atau lembaga
semi otonom yang melakukan penelitiait, penilaian, dan
advokasi mengenar substanst kebyakan pemerintahan
dalam negeni, strategi politik, ckonomi, leknology, sosial,
dan budava.




Tim
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Pasal 16
Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

a. Kegiatan Tahap Kesatu:

1)

)

melakukan penghitungan dan penguliuran s<or variabel
kinerja pemerintan daerah berdasarkan data dan
informasi dari Tim Pelaksanz,

melakukan penilailan sesuai urutan perolehan skor
variabe!l kinerja pemerintah daerah dan menetapkan
kepala daerah yvang dinominasikan; <dan

melaporkan hasil penetapan xepala daerah yang
dinomirasikan kepada Menteri melalui Kepala Badan

Litbang Remendagri.

b. Kegiatan Tahap Kedua:

1)

2)

3)

(1)

(2)

(3)

melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel
kepemimpinan kepala dasrah berdasarkan data dan
informas; dari Tim Pelaksana;

melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor
vartdabel kepemimpinan kepala daerah dan menetapkan
kepala daerah terbaik: dan

melapor<an hasil penetapan kepala daerah terbaik
kepada Menten melalui Kepala Badan Litbang

Kemenadagri.

BAE IV
PENGHARGAAN

Pasal 17
Kepala Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 avat (2) inenerima Penghargaan Kepemimpinan Kepala
Daerah atau Leadership Award dari Menteri.
Penghargaan Kepermmpinan Kepalz Dacrah sebagmmesna
dimaksud pada ayat {1) berupa Piagam dan Trofi vang
disampaikan Mentert kepada kepala daerah terbaik paling
lambat setiap akhir tahun dalam kegiatan Leadership
Award.
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ﬁ:.ral:
|2) muiai berlaku pada Tanun 2021.



) e

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18
Pendanaan penvelenggaraan ps=nilaian kepemimpinan kepala
daereh bersumber dari
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
¢, Sumber lain yvang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 19
Peraturan Menteri i mulai  berlaku  pada tanggai

diunaangkan.
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Agar setiap orang mengeahuinva, memerintiehkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyva
daiam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTER] DALAM NEGERI
REPUBLIK INDOUNESIA,
ttcd
MUHAMMAD TiTO KARNAVIAR

Piundaneglkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATIJAHJANA

BERITA NEGARA REFPUBLIK INDONESIA TAHUMN 2020 NOMOR 71

sesual dengan aslinya

-
at

DS 13 199603 1001



1.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

TEKNIK PENGUKURAN DAN PENILAIAN
iNDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

PENGANTAR
1. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) mencakupi 2 (dua) variabel,

yakni: {a) Kinerja Pemerintah Daerah; dan (b} Kepemimpinan Kepala
Daerah.

2. Pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui (dua) tahap, yakni:

a. Tahap Kesatu, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel
Kinerja Pemerintah Daerah wuntuk menetapkan Kepala Daerah
Nominator; dan

b, Tahap Kedua, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel
Kepemimpinan Kepala Daerah untuk menetapkan Kepala Daerah
Terbaik.

3. Kepala Daerah terbaik diberikan Penghargaan Kepemimpinan Kepala

Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DAERAH

I,

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah diukur dari 2 (dua) dimensi, yakni:
[a) Capaian Kinerja, dengan bobot 60 (enam puluh); dan (b] Penerimaan
Penghargaan, dengan bobot 40 (empat puluh);

Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator, dan setiap indikator terdini
dari parameter-parameter,

. Setiap indikator diberi skor sesual jumlah parameter, dengan skala 1

(satu) sampai 5 (lima), vakni: (a) skor 5 (lima) kategori sangat tinggi; (b)
skor 4 [empat) kategori unggt; [c) skor 3 (tiga) kategori sedang; (d) skor 2

(dua) kategori rendah; dan (e) skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

. Data dan mformasi untuk setiap indikator pada Dimensi Capzaian Kinerja

berupa data kuantitatif pada tahun terakhir (dua rahun sebelum kegiatan
pengukuran dan penilaian IKKD).
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. Data dan informasi untuk setiap indikator pada Dimensi Penerimaan
Penghargaan berupa data kuantitatif kumulatif sampai tahun terakhir
(dua tahun sebelum kegiatan pengukuran dan penﬂman 1KKD).

. Teknik pengukuran total skor variabel, melalui tahapan: (a)
menjumlahkan total skor indikator pada setiap dimensi; (b} menghitung
total skor dimensi melalui perkalian antara total skor indikator dengan
bobot dimensi; dan [¢) menghitung total skor wvariabel melalui
penjumiahan total skor dimensi.

. Teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah nominator berdasarkan
urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai: (a) Skor
90-100 kategori sangat tinggi; (b) Skor 80-89 kategori tinggi; (c] Skor 60-
79 kategori sedang; (d) Skor 40-59 kategori rendah; dan (e} Skor 0-39
kategori sangat rendah,

. Struktur Dimensi, Indikator, dan Parameter untuk variabel Kinerja
Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel-1.

Tabel-1

5
Pemerintah Daerah 7% - 7,69% 4
Daerah (Bobot 60 6% - 6,99% 3
(enam puluh)) | 5% - 5,99% 2

2%-4,99% | 1
| 2. Indeks Pembangunan = 80,0 3
Manusia 70 - 79,99 4
60 - 69,99 3
50 - 59,99 2
| 40 - 49,99 !
3. Indeks Gini Rasio <J,3 5
: | 0.3-0,39 4
0,4 - 0,49 3
. 0,5-0,59 2
l 20,6 1
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(Persentasi
Penduduk Miskin)

0,4% - 5,99%

0.6% - 7,99%

0,8% - 9,99%

z 10%

Indeks Kapasitas Fiskal
Daerah

22,021

1,137 - 2,020

0,770 - 1,136

0,548 - 0,769

=W | B oon] =) K] 2] 4] tn i

< 0,548

Otonomi  Fiskal Daerah

(Rasio
Pendapatan  Asli  Daerah
‘dengan total Penda-patan
Daerah)

2 60 %

an

antara total

50% -
59,99%

40% -
49,99%

30% -
30,99%

29,99%

. Opini BPK-RI Awas Lapoeran

Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)

Wajar Tanpa
Pengesualian
(WTP)

WTP Dengan
Faragral
Penjelasan
(WTP-DPP)

Wajar
Dengas
.iﬂengmcualim
(WDP

Pendapat

Tidak Ada
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8. Indeks Pelayanan Publik 451-5 5
4,01 -4.,50 4
3351-4 3
3,01 - 3,50 2
< 3.00 i
9. Indeks Demokrasi =90 5
Incdonesia 80 - 89 4
- 790 3
| 60 - 69 2
:_ ] < 60 1
| B, Penerimaan | 1. Parasamya Purnakarya > 5 Kali 5
| Penghargaan | Nugraha (Penghargaan 4 kali 4
(Bobot 40 (empat Kinerja Pemerintzh Daerah 3 kali 3
| puluh)) dari Direktorat Jenderal 2 kali 2 |
Otonomi Daerah | 1 kali 1
Kemendagri)
2. Satyalancena Karva Satya 2 5 kali 5
’ [Penghargaan Kinerja 4 kali 4
Kepala Laerah dari 3 kali 3 J"
i Lirektorat Jenderal 2 kali 2 |
! Otonom) Daerah 1 kali ] |
Kemendagri)
‘ "3. Innovadve Governmernt 2 5 kali 5
; Award / 1GA {Penghargaan 4 kali 4|
Pemerintah Daerah Inovatif 3 kali 3 |
dari ~ Badan Litbang 2 kali 2
I Kemendagri) 1 kali 1
4. Penghargaan Kinerja = 3 kali 5
Fenge-loluan Keuangan 4 kali 4 |
Deaerah (Indeks 3 kali 3
| Pengelolaan Keuangen 2 kali 2
| Dacran dari Badan Litbang 1 kali T |




3. Penghargaan kinerja 23 kali 5
Penge-lolaan Keuangan 4 kali 4 |
Daerah (Indeks 3 kali 3
Pengelolaan Keuangan 2 kali 2
Daerah dar! Badan Litbang 1 keli 1
Kemendcagri)

6. Penghargaan Adipura, =5 kali 5
(Penghargaan  Lingkungan 4 kali 4
Hidup dari Kementerian 3 kah 3
Kehutanan dan 2 kali 2
Lingkungan Hidup) 1 kali 1

7. Harmony Award =5 kali 3
[Penighargaan  Kerukunan 4 kali 4
Umat  Berageama  dari 3 kali 3
Kementerian Agama) 2 kali 2

1 kali 1

8. Penghargaan Anugerah 2 5 kali 5
Kencana (Penghargaan 4 kali 4
Keiuarga Berencana dari 3 kali 3
BKKBN) 2 kali 2

1 kali 1

19, Penghargaan | Manggala 2 5 kaii 5

Karya Bakti Husada 4 kali 4

(Penghargaan Bidang 3 kali 3
Kesehatan dari 2 kali 2 |

Keinenterian Kesehatan) 1 kali 1

10, Penghargaan Wahana z 5 kaly D
Tata Nugraha (Penghargaan 4 kali 4
Bidang Transportasi | 3 kali 3
Perkotaan dari 2 kali 2
Kementerian Ferhuhungafni 1 kali 1




20

il
1L

AT

. ul,_T !

Hﬂ'u ‘f‘*@lﬁﬁﬁﬁﬁ.m ﬁnf d?i i DIKS ‘«-ﬂrt'f,:_w i
‘.allkﬁil ,' I‘t{." AL
W o/ nﬂl N3 u'" '{E‘T T 't- ,|g,_ -=”T T o = T-I* 2}
11. Penghargaan Nasional 2 5 kali 5
dari Lembaga Non 4 kali 4
Pemerintah, Media Cetak 3 kali 3
Nasiona: dan Lokal, atau 2 kali 2
lembaga nasional lainnya. 1 kali 1
12 Penghargaan =5 kali 5
Internasional dari 4 kali 4
Pemerintah  Luar Negeri,| 3 kali 3
Lembaga Internasionral, 2 kali 2
Media Cetak Internasional, 1 kali 1
atau lembage luar negeri
} lainnya.

o

. Teknik pengukuran

VARIABEL KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
1.

Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah diukur dari 2 {dua) dimensi, yvakni:
dengan bobot 60 (enam puluh); dan (b)
Kepemimpinan Sosial, dengan bobot 40 (empat puluhj;

(a) Kepemimpinan Bircukrasi,

. Setiap dimensi terdin dari indikator-indikator, dan setiap indikator terdini

dari parameter-parameter.

Setiap indikator diberi skor sesuai jumlah parameter, dengan skala |
(satu) sampai 5_ (lima), vakni: (a| skor 5 (lima) kategori sangat tinggi; (bj
skor 4 {empat) kategori tinggi; (c) skor 3 (tiga) kategori sedang, (d) skor Z
[duaj kategori rendah; dan (2) skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

. Data dan informasi pada variabel kepemimpinan kepala daerah berupa

data ordinai berdasarkan pendapat responden pada saat pelaksanaan
survei oleh Badan Litbang Kemendagri.

rotal  skor variabel, melalui tahapan:  (a)

menjumiahikan total skor indikator pada setiap dimensi; (b) menghitung
total skor dimensi meialui perkelian antara total skor ingikator dengan
bobot dimensi; (¢) menghitung total

penjumianan total skor dimensi.

dan

skor vwvariche: melalui
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6. Teknik penilaian untuk penctapan kepala daerah terbaik berdasarkan
urutan perolehan t‘s':lr.al_-ska; vaﬁug-ﬂ, didasarkan pada skala nilai: (2) Skor
G0 (Sembilan puluh) - 100 (serarus) kategori sangat tinggi; (b) Skor 80
(delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi; (¢) Skor 60
{enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) karegori sedang; (d) Skor 40
(empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan le) Skor 0
(nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategor sangat rendah.

7. Struktur Dimensi, Indikator dan Parameter untuk variabel Kepemimpinan
Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel-2.

Tabel-2
vﬁRIﬁBEL KEPEMIMPINAN I{EPAM DAERAH

. ﬂim'a l-'lu'i'c_:r; ; . Mampu mcrumuskan wm
n  Birokras: dan misi sesuai kebutuhan
{Bobot 60 rakyat.
lenam b. Mampu menjabarkan visi
puluh)) dan misi ke dalam

rumusan  twuan  dan
S4Saran.
e, Mampu menjabarkan

tujuan dan sasaran ke
dalam rumusan program
dan kegiatan.

d. Mampu menjabarkan visi
dan misi, tujuan dan
sasaran, serta program dan
kegiatan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka

Menengah Daerah
(RPIMD), '
! €. Mampu menjelaskan

RPJMD kepada Pimpinan
Organisasi Perangkat




Frie

Dacrah  (OPD)  untuk

penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) OFD.

2. Kebijakan

Mampu menjabarkan
RPJMD ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

- Mampu menjabarkan

RKPD ke dalam Kebijakan
Umum  Anggaran serta
Prioritas  dan  Plafon
Anggaran Sementara (KUA-
PPAS).

Mampu menjabarkan KUA-
PPAS ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

'dl

Raricangan APBD.

Mampu mevakinkan DPRD
dalam pembahasan
Rancangan RKPD,
Rancangan KUA-PPAS dan

KUA-PPAS  dan  APBD
secara tepat waktu.

Mampu menetapkan RKPD,

3. Pengelolaan

Mampu mengelola tugas
Kepala Daerah  secara
efelktif.

b‘r

Melimpahkan tugas
tertentu  kepada Wakil
Kepale Daerah,
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Mendulmng pclal-csanaan .
tugas Wakil Kepala Daerah. |

d. Mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas
Organisasi Perangkat
! Daerah.
=. Memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan
tugas Organisasi Perangkat
Dasrah.
f. Memberi arahan perbaikan
atas pelaksanaan tugas
Organisasi ~ Perangkat
Daerah.
4. Hubungan a. Hubungan kerja harmonis
Kerja dengan DPRD.
b. Hubungan kerjz harmonis
dengan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah
(Forkopimda)
¢. Hubungan kerja harmonis |
dengan Pimpinan Instansi
Vertikal di Daerah. |
d. Hubungan kerja harmonis
| dengan Pimpinan
Organisasi  Perangkat
I Daerah. \
¢. Hubungan kerja harmonis
dengan staf
5. Inovatif a. Mengutamakan tatakelola
pemerintahan daerah
berbasis elektronik
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b. Mengutamakan penyediaan
pelavanan publik berbasis
elektronik (seperti
pelayanan perijinan  dan
non-perijinanj.

c. Mengutamakan

| keterbukaan  informasi

publik berbasis elektronik

(seperti e-planning,

e-budgetting, e-asset, dllj.

| d. Mengembangkan  budaya

| inovasi  di  lingkungan

1 pemerintah daerals.

e. Meningkatkan kemampuan

staf untuk  berinovasi

dajam tata kelola
pemerintah daerah.

6. Pengeloiaan a, Mengutamskan sistem
| Surmberdaya karier dan prestasi (sistem
merit) dalam oengeiclaan :
kepegawalan.
b, Mengutamakan _elektivitas,

efisiensi. transparansi dan

| akuntabilitas dalam
|  pengelolsan pendapatan
daerah. "

c. Mengutamakan efektivitas,
efisiensi, ér'anjsgaransi dan
akuntabilitas dalam
pengelolaan pelanja daeran.
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dMengutamakan Ekatiwias

efisiensi, transparansi dan

' akuntabilitas dalam
pengelolaan Barang Miliki
Draerah.

e. Mengutamakan efektivitas,
efisiensi, transparansi dan |
akuntabilitas aalam
pengelolaan Badan Usaha

’ Milik Daerah.

7. Integritas a. Disiplin dalam mengemban

Pemerintahan tugas jabatan.

b. Menghindari
penyalab:gunaan wewenang
jabatan.

c. Tidak mengutamnakan

\ kepen-tingan pribadi dan

kelompok dalam penetapan

| kebijakan daerah.

d. Bersedia mengakui
kesalahan dalam
penetapan kebijakan
deerah.

e. Berani menindak secara |
tegas terhadap bawahan |

' yang melakukan |
kesalahan
8. Tanggung a. Bertanggungjawab  atas
1| jawab Laporan Kinerja
Pemerintahan Daerah
(LAKIP]. |
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b,

Laporan Keuangan

'H‘ SUINLATS 1 .."!"

Bertanggungjaab

Pemenntahan Daerzah
(LKPD).

Bertanggungjawab atas
Laporan Penyelenggaraan
Femerintahan Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah |
Pusat.

Bertanggungiawab _ atas

Laporarn K&H‘:‘i“ﬂligﬂﬂ
Pertanggungjawaban (LKPj)
kepada DPRD.

Bertanggungjawab atas
penyampaian  Ringkasan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

kepada masyarakat.

Kepemimpina
n Sosial
(Bobot 40
(empat

| puluh)

1. Komunikatif

. Mampu melakukan

komunikasi politik dengan
kader partai politik.

Mampu melakokan
komunikasi sosial dengan
tokch masyarakat.

Marnpu melakukan
kemunikasi religius dengan

. Mampu melakukan

para  akademisi  dan

komunikas: ilmiah dengan

mahasiswa.
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kc_:mumkagsi kebiyakan

‘dengan kalangan pers.

2. Kalaborauf a. Mampu berkolaborasi
Untuk (bekerja-sama! dengan
Kemajuan Pilial Swasta.

Daerah b. Mempu berkolaborasi
‘dengan Pihak Perguruan |
Tinggi.

. Mampu berkolaborasi
dengan Pihak
Lembaga [(Orgamsasi
Kemasyarakatan,

“d. Mampu berkolaberasi
dengan Pihak Media Massa
{Pers),

¢. Mampu berkolaborasi

dengan masyarakat
‘perorangan. |
3, Responsil a. Cepat tanggap terhadap

situasi  darurat  yang |
dialami masyarakat.
. Ticak meninggalkan (ugas
l den wilayeh kerja ketika
| terjadi situasi darurat vang

dialami masyarakat.

¢ Cepat _mtmb&n_t_u
masyarakat yAng
mengalam’ masalah,

d. Cepat tanggap terhadap
aspirasi - masyarakat

] tentang kebljakan




Cepat menangani masalah
ketenteramarn dan
ketertiban masyarakat.

Cepat ' meiakukan

koordinasi dalam
penanganan masalan

xeamanan masyarakat.

4. Penggerakkan
Partisipasi
Masyarakat

. Meminta pendapat

masyarakat dalam
penyusunan kebijgken dan
regulasi daerah.

Meminta Sengaviasan |
masya-rakat (social control)
terhadap sclurun proses
penyelenygaraan
pemerintahan daerah.

. Menggeraklkan partisipasi

FE'I."E!'IE&IIE&H

pembangunan caerak.

'd-l

Mﬁn_.gguﬂtk}an partisipasi
masyarakat dalam '
pelaksanaan pemoa-
ngunan daerah.

. Menerimma  kritikan dan
garar  dari  masyarakat
‘terhadap hasil

pembangunan daerab.

5. Penegakkan
Etika Sosial

Santun  dalam ucapar,
sikap, dan perilaky sosial.




b Meneg_akk norma sosial

‘masyarakat.

[norma  acat istiadat dan
budaya] dalam kehidupan

C:

Menampillkan gava hidup
pribadi secara sederhana.

Membantu nara

penyandang masalah
kﬂs:!jahte:r&a;n sosial (panu
asub anak, panti jompo,
penti rehabilitast  sosial,
dlll.

Mengawa! kerukunan |
antar-umat beragama l
dalam kehidupan sosial,

)
-I-- ——

MENTER! DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



